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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 7 TAHUN 2006 SERI : C NOMOR : 2 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 7 TAHUN 2006 

TENTANG 

RETRIBUSI USAHA ANGKUTAN  

DI KABUPATEN KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan perbaikan  
system, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang 
sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Izin Usaha Angkutan di Kabupaten 
Kebumen; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan di 
Kabupaten Kebumen. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
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Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3480); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3685); 

5. Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3293); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3527); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tinkgat II Kebumen (Lembaran 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Pemyelenggaraan Angkutan 
Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 
2002 Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Kabuapten Kebumen Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen 
(Lembaran  Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2004 Nomor 41); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

Dan 

BUPATI KEBUMEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 

USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen. 

17. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah 
Kabuapten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2004 Nomor 52); 

 



 5 

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau Badan Usaha lainnya. 

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu. 

8. Angkutan adalah pemindahan oran dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

10. Barang  Umum adalah barang/benda selain barang berbahaya dan barang 

khusus. 

11. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan 

untuk menyelenggarakan angkutan penumpang dan/atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di jalan. 

12. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyelenggarakan angkutan 

penumpang dengan kendaraan bermotor dan/atau angkutan barang dengan 

menggunakan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. 

13. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan untuk menyelenggarakan perusahaan angkutan. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi. 
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15. Wilayah adalah wilayah administrasi dari unit pemungut retribusi. 

16. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 

denda. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari 

retribusi yang terutang. 

20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus 

dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, kekurangan  

pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanski adminstrasi. 

21. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat 

lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
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BAB II 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut retribusi atas pemberian 

Izin Usaha Angkutan. 

Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Izin Usaha Angkutan kepada orang 

pribadi atau badan. 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 

Izin Usaha Angkutan. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Izin Usaha Angkutan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah berat 

yang diperbolehkan. 
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BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pemberian izin. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan, biaya 

pengecekan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian. 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 

a. Retribusi izin Usaha Angkutan Orang : 

1. Bus kecil : Rp. 20.000,00 (dua uluh ribu rupiah)/kendaraan;  

2. Bus sedang  : Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)/kendaraan ; 

3. Bus besar : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kendaraan. 

b. Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang: 

1. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 501 (lima ratus satu) 

kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram : Rp. 20.000,00 (dua 

puluh ribu rupiah)/kendaraan; 

2. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 5.000 (lima ribu) kilogram 

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan; 
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3. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 10.000 (sepuluh ribu) 

kilogram : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kendaraan. 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang di pungut Daerah. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI DAN UPAH PUNGUT 

Pasal 10 

(1) Semua hasil punngutan retribusi sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 

disetor ke Kas Daerah atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan 

Bupati. 

(2) Kepada aparat pelaksana pelayanan Izin Usaha Angkutan diberikan biaya 

untuk menunjang kegiatan berkaitan dengan Retribusi sebesar 5 % (lima 

persen) dari realisasi penerimaan. 

(3) Biaya operasional pelayanan perizinan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah. 

 

BAB IX 

SURAT PEMBERITAHUAN TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 11 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. 
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(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 

kuasanya. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan 

oleh Bupati. 

 

BAB X 

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. 

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi Wajib Retribusi sebagimana mestinya, 

maka diterbitkan SKRD. 

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Bupati. 

 

Pasal 13 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan baru dan/atau data yang semua 

belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang 

terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan. 
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BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 

SKRD tambahan. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 

hasil penerimaan retribusi sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 9 

disetor ke Kas Daerah atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan 

Bupati selambat-lambatnya 1 x 24 jam. 

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang 

ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua 

persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD. 

 

Pasal 15 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 

(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan 

tanda penerimaan pembayaran. 

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi 

ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 16 

(1) Penagihan dilakukan dengan cara mengeluarkan surat 

tagihan/peringatan/surat yang lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) 

hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, Wajib retribusi harus 

melunasi retribusi terutang. 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 17 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 

retribusi sebagimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan oleh Bupati. 

 

 

BAB XIII 

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan 

Retribusi. 
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(2) Pemberian pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi 

sebagimana dimaksud  pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang 

bersangkutan mengajukan permohonan. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 

sebagimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan oleh Bupati, 

 

BAB XIV 

KEBERATAN 

Pasal 19 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak SKRD diterbitkan. 

 

Pasal 20 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang 

diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, 

menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

dan Buapti tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan. 
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BAB XV 

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 21 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) 

harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 

pembayran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkan SKRDLB. 

 

  

 

BAB XVI 

KADALUARSA PENAGIHAN 

Pasal 22 

(1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi 

melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 
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(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertagih 

apabila : 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

 

BAB XVII 

SANSKI ADMINISTRASI 

Pasal 23 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membyar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2 % (dua persena) 

setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan STRD. 

 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 24 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah 

dinberi wewenang khusus sebagi penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang penyidik sebaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
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a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dukumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dearh; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksankan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 

sebagimana pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 

Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan 
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hokum yang 

bertanggungjawab. 

(3) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berlaku. 

 

BAB XIX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25 

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan 

keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang, 

(2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen. 

 Ditetapkan di Kebumen 
Pada tanggal 27 November 2006 

BUPATI KEBUMEN 
t.t.d 

RUSTRININGSIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006  

NOMOR 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 7 TAHUN 2006 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN 

DI KABUPATEN KEBUMEN 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah 

Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi izin Usaha Angkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup Jelas. 
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Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

Pasal 6 

 Cukup Jelas. 

Pasal 7 

 Cukup Jelas. 

 Pasal 8 

   Huruf a 

1. Bus kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai 
dengan 16 dengan ukuran jarak antar tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-
6,5 meter. 

2. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 
sampai dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk 
normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih 6,5 – 9 meter. 

3. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 
28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 
lebih dari 9 meter. 
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Huruf b 

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB, adalah 

berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang 

diperbolehkan menurut rancangannya. 

Pasal 9 

Tempat obyek retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib 

Retribusi. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Ayat (1) 

Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan oleh Bendaharawan Khusus 

Penerima yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
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Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud jatuh tempo pembayaran adalah waktu yang telah 

ditetapkan untuk membayar retribusi. 

Ayat (2) 

 Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

 Cukup Jelas. 
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Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 
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